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BAB III 

PUTUSAN PA BANGKALAN DAN PTA SURABAYA TENTANG 

PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN TERUS MENERUS SEBAGAI 

ALASAN PERCERAIAN 

 

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Bangkalan 

1. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Bangkalan 

Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang 

bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan 

perkara – perkara di tingkat pertama antara orang–orang yang beragama 

islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan 

berdasarkan hukum islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta 

ekonomi Syari’ah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 

Tahun 2009. 

Selain memiliki kekuasaan kehakiman absolut, Pengadilan 

Agama juga memiliki wilayah yuridiksinya masing-masing yang biasa 

disebut dengan kewenangan relatif. Begitu juga dengan Pengadilan 

Agama Bangkalan yang memiliki wilayah hukum meliputi 18 

Kecamatan yang terdiri dari 291 Kelurahan/ Desa, dengan jumlah 

penerimaan perkara rata-rata 10 perkara permohonan dan 50 perkara 

gugatan perbulan atau ± 750 perkara pertahun.1 

 

 

                                                             
1
 http://www.pengadilanagamabangkalan.com/?view=profil diakses pada 20 Desember 2015 
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2. Tujuan Pengadilan Agama Bangkalan 

Pengadilan Agama Bangkalan berdiri pada tahun 1882 nomor 

152 jo. Staatsblad tahun1937 nomor 116 dan 610. Pertama berdiri 

Pengadilan Agama Bangkalan bertempat dengan bergabung di Kantor 

Departemen Agama Kabupaten Bangkalan di Jalan KH. Hasyim Asyari 

selama ± 30 tahun. Kemudian pada Bulan Mei 1980 sampai dengan 

bulan April 2014 menempati Kantor di Jalan Soekarno Hatta No. 19 

Bangkalan dan kemudian setelah tahun 2004 tersebut, secara mandiri 

Pengadilan Agama Bangkalan menempati kantor baru di Jalan Soekarno 

Hatta No.49 Bangkalan sampai saat ini.2 

Pengadilan Agama Bangkalan (PA Bangkalan) juga memiliki visi 

yang mengacu pada visi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai 

puncak kekuasaan kehakiman di negara Indonesia, yaitu, "Terwujudnya 

Badan Peradilan Indonesia Yang Agung" dan menjalankan kekuasaan 

kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna 

menegakkan hukum dan keadilan. Untuk mencapai visi tersebut, 

ditetapkanlah beberapa misi berikut :  

1. Menjaga kemandirian Badan Peradilan. 

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan. 

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan. 

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan.3 

 

                                                             
2
 http://www.pengadilanagamabangkalan.com/?view=sejarah diakses pada 20 Desember 2015 

3
 http://www.pengadilanagamabangkalan.com/?view=visimisi diakses pada 20 Desember 2015 
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3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bangkalan 

Tidak jauh berbeda dengan Pengadilan Agama tingkat pertama, 

PA Bangkala memiliki struktur organisasi dan juga tugas pokok 

sekaligus fungsi dari masing-masing jabatan sebagai berikut: 

 

 

B. Gambaran Umum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 

1. Sejarah dan Tujuan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya merupakan pengadilan yang 

dibentuk berdasarkan PERDA 106 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 

j.o. Surat Keputusan Menteri Agama di Ibu Kota Propinsi Jawa Timur, 

yaitu Kota Surabaya, yang beralamat di Jl. Mayjend Sungkono No. 7 

Telp. 031-5681797 fax. 5680426 Surabaya 60225, website: 

http://www.ptasurabaya.go.id. 
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Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya meliputi 

wilayah Propinsi Jawa Timur, terdiri dari 37 Pengadilan Agama dan 

berkedudukan di Ibu Kota Daerah tingkat II Kabupaten atau Kota, 

kecuali Pengadilan Agama Bangil (Sebagian Wilayah Kabupaten 

Pasuruan), Pengadilan Agama Kangean (Sebagian wilayah Sumenep) 

dan Pengadilan Agama Bawean (Sebagian Wilayah Gresik) yang 

berkedudukan di Ibu Kota Kecamatan. 

Sesuai dengan pasal 51 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

tentang Peradilan Agama, maka sebagai Pengadilan Tingkat Banding, 

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya bertugas dan berwenang mengadili 

perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat 

banding. Di samping itu juga bertugas dan berwenang mengadili di 

tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar 

Pengadilan Agama di daerah hukumnya. 

 
2. Struktur dan Wewenang Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 

Struktur organisasi Pengadilan Tinggi Agama mempunyai fungsi 

sebagaimana Pengadilan Agama atau instansi- instansi lain. Struktur ini 

sangat penting untuk mempertegas kedudukan dan wewenang serta 

tanggung jawab masing-masing bagian sesuai dengan 

KMA/004/SK/II/1992 j.o. Keputusan Menteri Agama Nomor : 303/1990 

tentang struktur organisasi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya adalah 

sebagai berikut : 
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C. Deskripsi Perkara Dalam Putusan PA Bangkalan 

1. Duduk Perkara 

Kasus yang terdaftar di \PA Bangkalan dengan Nomor perkara: 

0774/Pdt.G/2013/PA.Bkl ini adalah murni kasus cerai talak antara , umur 

57 tahun, agama Islam, pekerjaan kuli bangunan, bertempat tinggal di 

Kabupaten Bangkalan, sebagai “Pemohon” melawan Subaidah, umur 48 

tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan toko, tempat tinggal di 

Kabupaten Bangkalan, sebagai “Termohon”.4 

Berdasarkan gugatan Pemohon tanggal 06 November 2013 Masehi, 

yang bertepatan dengan tanggal 02 Muharram 1435 Hijriyah di 

kepaniteraan PA Bangkalan, Pemohon mengungkapkan bahwa pada 

awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, 

                                                             
4
 Salinan Putusan PA Bangkalan nomor : 0774/Pdt.G/2013/PA.Bkl, 1.  
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namun kurang lebih sejak bulan Agustus 2013 ketenteraman rumah 

tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dan sering 

terjadi pertengkaran dan percekcokan. Hal tersebut disebabkan karena 

Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon 

sesuai kemampuan Pemohon. Kemudian Pemohon menasehati Termohon, 

namun Termohon malah marah-marah sehingga puncaknya terjadi pisah 

ranjang selama dua hari. Pihak keluarga juga telah berusaha menasehati 

dan merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil.5 

Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama 

lebih kurang 20 tahun dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama ; 

a. Ria Qomariyah, umur 18 tahun; 

b. Rahmad Fausi, umur 14 tahun; 

c. Hendra, umur 12 tahun; 

d. Hendri, umur 12 tahun 

 

2. Pertimbangan dan Dasar Hukum Hakim 

Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut : 

Sesuai dengan dalil Pemohon yang menyebutkan bahwa sejak Agustus 

2013 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak 

harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan percekcokan disebabkan 

karena Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh 

Pemohon, kemudian sejak September 2013 antara Pemohon dengan 

                                                             
5
 Ibid., 2. 
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Termohon pisah ranjang, juga dikuatkan dengan keterangan para saksi 

dari Pemohon. 6 

Selain itu, hakim juga menimbang bahwa selama proses persidangan 

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan baik secara langsung setiap 

kali persidangan maupun melalui mediasi agar Pemohon rukun kembali 

dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil. Termohon juga hanya 

datang menghadap pada persidangan pertma dan setelah mediasi tidak 

lagi menghadap maupun menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya 

untuk menghadap dipersidangan, oleh karenanya pemeriksaan dan 

putusan atas perkara a quo dijatuhkan diluar hadirnya Termohon. Meski 

telah diberi kesempatan yang cukup Termohon tidak mengajukan jawaban 

dan malah tidak lagi menghadiri persidangan, maka secara hukum, 

Termohon dianggap telah mengakui kebenaran dalil Pemohon, dengan 

demikian dalil-dalil Pemohon tersebut menjadi fakta yang tetap.7 

Sejak awal perselisihan dan pertengkaran sampai tahap akhir 

persidangan ternyata Pemohon dengan Termohon tidak pernah 

berhubungan sebagai suami istri dan hidup berpisah, lagi pula Pemohon 

dan Termohon tidak saling berusaha untuk kumpul sebagai suami isteri, 

meski para keluarga telah berusaha untuk mengumpulkan kembali 

Pemohon dengan Termohon. Namun, Pemohon tetap berkeinginan untuk 

menceraikan Termohon, hal ini telah membuktikan bahwa pernikahan 

antara Pemohon dengan Termohon telah tidak rukun dan berlangsung 

                                                             
6
 Ibid., 6. 

7
 Ibid. 5. 
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secara terus menerus. Kemudian, Majelis Hakim dan pihak keluarga tidak 

berhasil mendamaikan dan merukunkan Pemohon dengan Termohon, dan 

Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, hal tersebut 

menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada 

harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga.8 

Sedangkan dasar hukum Majelis Hakim adalah Pemohon telah dapat 

membuktikan dalil permohonannya, dan permohonan perceraian Pemohon 

telah mempunyai cukup alasan serta memenuhi ketentuan pasal 39 ayat 

(2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) 

Kompilasi Hukum Islam ditambah segala ketentuan hukum syara’ dan 

peraturan perundangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.9 

 

3. Putusan Pengadilan 

Dengan menimbang berbagai hal yang sudah dijelaskan di atas 

ditambah dengan berbagai pertimbangan, Majelis Hakim PA Bangkalan 

yang terdiri dari Drs. Slamet Bisri sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. 

Husni Mubarak dan Drs. H. Musthofa zahron, masing-masing sebagai 

hakim Anggota, dan dibantu oleh Embay Baitunah, S.Ag sebagai Panitera 

Pengganti memutuskan empat hal, diantaranya adalah : 

a. Mengabulkan semua permohonan pemohon 

                                                             
8
 Ibid., 7. 

9
 Ibid., 8. 
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b. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada termohon 

dihadapan majelis hakim PA Bangkalan 

c. Memerintahkan Panitera Pengganti untuk mengirim salinan 

penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan dan 

Kantor Urusan Agama di Kecamatan Pamekasan, Kabupaten 

Pamekasan. 

d. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara 

sebesar Rp. 341.000,-(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).10 

 

D. Deskripsi Perkara Dalam Putusan PTA Surabaya 

1. Duduk Perkara 

Perkara yang penulis analisis adalah putusan PTA Surabaya 

dengan nomor 0014/Pdt.G/2014/PTA.Sby yang disidangkan oleh majelis 

hakim berikut : Drs. H.M. Djamhuri Ramadhan, S.H., selaku Ketua 

Majelis; Dr.H.M. Sutomo, SH., MH. dan Drs H.A. Choiri, S.H., M.H. 

masing - masing selaku Hakim Anggota. Perkara ini terjadi antara  dua 

pihak, yakni suami isteri. Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang 

telah menikah pada tanggal 19 Februari 1993. Pemohon adalah seorang 

duda yang memiliki 7 orang anak perempuan hasil pernikahan sah dengan 

kakak kandung Termohon bernama, Sri Maryam. Sedangkan Termohon 

sebelum menikah adalah seorang perawan. Lalu menikah denan 

                                                             
10

 Ibid., 10. 
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Terbanding dikaruniai anak sejumlah 4 orang. Jadi, total anak pasangan 

ini adalah 11 orang anak. 

Pada awalnya rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan 

Termohon/ Pembanding rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak 

bulan Agustus 2013 ketenteraman rumah tangga Pemohon/Terbanding 

dengan Termohon/Pembanding mulai tidak harmonis dan sering terjadi 

pertengkaran dan percekcokan, disebabkan Termohon/Pembanding merasa 

kurang atas nafkah wajib yang diberikan oleh Pemohon/ Terbanding. 

Puncak keretakan hubungan tersebut terjadi kurang lebih pada bulan 

September 2013, yang akibatnya Pemohon/Terbanding dan 

Termohon/Pembanding pisah ranjang selama dua hari, dan selama itu 

antara Pemohon/Terbanding tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun 

batin.
11 

Pengadilan tingkat pertama telah berusaha mendamaikan baik 

secara langsung maupun melalui proses mediasi sesuai dengan ketentuan 

Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan 

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 

130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 

Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun usaha 

perdamaian tersebut tidak berhasil.12 

                                                             
11

 Salinan Putusan PTA Surabaya nomor: 0014/Pdt.G/2014/PTA.Sby, 3. 
12

 Ibid., 3-4 
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Lalu, berdasarkan berita acara sidang tanggal 06 November 2013 

para saksi yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding menerangkan di 

bawah sumpah bahwa keluarga tersebut sering terjadi pertengkaran 

karena masalah ekonomi. Namun, kesaksian para saksi tersebut tidak 

sesuai dengan dalil Pemohon/Terbanding yang mendalilkan bahwa 

perselisihan dan pertengkarannya dengan Termohon/Pembanding baru 

terjadi pada bulan Agustus 2013 dan puncaknya terjadi pada bulan 

September 2013 yang berakibat pisah ranjang 2 (dua) hari. Dalam hal ini 

para saksi tidak menerangkan dari mana saksi mengetahui bahwa selama 

berumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding 

sering terjadi pertengkaran, padahal Pemohon/Terbanding menyatakan 

bahwa semula rumah tangganya rukun dan harmonis dan baru terjadi 

pertengkaran pada bulan Agustus 2013, kemudian terjadi pisah ranjang 2 

(dua) hari dan selanjutnya Pemohon/Terbanding mengajukan permohonan 

cerai talak ke Pengadilan Agama pada tanggal 10 September 2013. 

Setelah melalui proses beberapa kali persidangan, akhirnya 

dikeluarkanlah sebuah putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 

0774/Pdt.G/2013/PA.Bkl. tanggal 06 November 2013. Putusan ini verstek 

karena Termohon hanya hadir sekali dan di persidangan awal saja. 

 

2. Pertimbangan dan Dasar Hukum Hakim 

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan 

tingkat banding berpendapat para saksi yang diajukan oleh 
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Pemohon/Terbanding tersebut tidak memenuhi syarat materiel 

sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) HIR yang berbunyi : “Tiap-tiap 

kesaksian harus berisi segala sebab pengetahuan” Jo. Pasal 1907 ayat (1) 

KUH Perdata yang berbunyi : “Tiap kesaksian harus disertai keterangan 

tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya itu” dan dengan 

demikian maka segala kesaksiannya tidak sah sebagai alat bukti. Dengan 

demikian maka dalil Pemohon/Terbanding yang tidak dibantah oleh 

Termohon/Pembanding harus dinyatakan benar.13 

Pengadilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan 

Pengadilan tingkat pertama bahwa Pemohon/Terbanding telah dapat 

membuktikan dalil permohonannya, namun Pengadilan tingkat banding 

tidak sependapat dengan pertimbangan bahwa permohonan perceraian 

Pemohon/Terbanding telah mempunyai cukup alasan serta memenuhi 

ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 

Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.14 

Berdasarkan riwayat rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan 

Termohon/Pembanding yang sudah berjalan selama 20 (dua puluh) tahun 

dan memelihara anak sebanyak 11 Orang secara bersama-sama dan baru 

beberapa bulan saja terjadi perselisihan tersebut, maka Pengadilan tingkat 

banding berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon/Terbanding 

belum memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) 

                                                             
13

 Ibid., 5 
14

 Ibid., 5-6. 
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Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) 

Kompilasi Hukum Islam dan Pengadilan tingkat banding berpendapat 

bahwa perselisihan selama kurang lebih 1 (satu) bulan pada sekitar bulan 

Agustus 2013 sampai dengan tanggal 10 September 2013 saat 

Pemohon/Terbanding mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama 

yang berakibat pisah ranjang selama 2 (dua) hari tidak bisa dikategorikan 

sebagai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Dengan 

demikian maka permohonan Pemohon/Terbanding untuk menjatuhkan 

talak satu raj’i terhadap Termohon/Pembanding harus dinyatakan tidak 

dapat diterima.15 

Pada perkara ini, jika dikaitkan dengan permasalahan syiqa>q, 

perkara ini masih ada kemungkinan untuk berdamai, dimana kedua belah 

pihak memiliki iktikad baik untuk kembali membangun rumah tangga 

yang lebih baik, terutama si istri yang awalnya dianggap tidak terima 

nafkah dan menjadi sumber pertengkaran, ternyata malah menolak untuk 

bercerai. Kemaslahatan dan perdamaian harus lebih diutamakan. Pada 

saat ada dua madharat yang muncul dalam satu masalah. Maka madharat 

yang lebih sedikit atau lebih kecil yang harus diambil. Jadi, ketika 

perkawinan ini dilanjutkan. Akan ada pertengkaran lanjutan dimana 

kedua belah pihak masih memungkinkan untuk berdamai. Apalagi ada 

iktikad baik dari si istri. Lalu, ketika perkawinan ini harus dibubarkan 

melalui perceraian. Maka madharat yang datang adalah terpisahnya suatu 

                                                             
15

 Ibid., 7. 
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keluarga dengan anggota keluarga yang sangat besar, ditambah tali 

silaturahmi antara dua keluarga, antar anggota keluarga dan beberapa 

pihak terputus. Belum lagi masalah harta, nafkah iddah, psikologis anak, 

hak asuh anak dll.16  

 

3. Putusan Pengadilan 

Setelah majelis hakim melihat berbagai pertimbangan yang ada, 

berdiskusi dan juga mengingat segala peraturan perundang-undangan 

yang berlaku dan hukum syara’/ Hukum Islam yang berkaitan dengan 

perkara ini, maka majelis hakim memutuskan bahwa permohonan banding 

Pembanding dapat diterima dan Membatalkan Putusan Pengadilan Agama 

Bangkalan Nomor 0774/Pdt.G/2013/PA.Bkl tanggal 06 November 2013 

Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 02 Muharram 1435 Hijriyah. 

Pada intinya, talak ba’in sugra Pemohon/Terbanding tidak jadi jatuh 

pada Termohon/Pembanding karena dianggap belum memenuhi ketentuan 

pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 

1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tentang alasan 

perceraian dan ketentuan  Pasal 171 ayat (1) HIR Jo. Pasal 1907 ayat (1) 

KUH Perdata tentang kesaksian. 
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 M. Djamhuri Ramadhan, Wawancara,Surabaya, 12 Januari 2016 


